DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dasrol, 2013, Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Prisma Media
Utama

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, Hukum Pertanggungan: Pokok-pokok
Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa, Yogyakarta : Seksi Hukum
Dagang Fakultas Hukum UGM

Herman Darmawi, 2000, Manajemen Asuransi, Jakarta : Bumi Aksara

Man Suparman Sastrawidjaja, 2001, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat
Berharga, Jakarta, Rinneka

Paul M. Johnson dalam Hendrik Budi Untung, 2009, Hukum Investasi, Jakarta,
Sinar Grafika,

Peter Mahmud Marzuki, 2013, ' Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta

Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Jakarta : Djambatan

Radiks Purba, 2001, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta ; PT Pustaka
Binaman Pressindo

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007, Hukum Investasi di Indonesia, ctk. pertama,
Rajawali Pers, Jakarta,

Sri Redjeki Hartono, 2005, Asuransi dan Hukum Asuransi, Semarang : IKIP
Semarang Press

Siti Sundari, 2011, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian
Hukum dan HAM RI

Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan
RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta,
Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk\

Wahyu Utomo, OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia, artikel dan Jurnal
Nasional, 26 Januari 2012, him. 222

Wirjono Prodjodikoro, 2004, Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta :
P.T. Intermasa



Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagiperusahaan Perasuransian

Internet

http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi

http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan
dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-
undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-
nomor-21-tahun-2011

http://news.okezone.com/read/2012/03/12/457/591834/laporan-dk-ojk

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/24/ojk-ajak-para-pelaku-jasa
keuangan- -amandemen -pp-

http://www.sahamok.com/emiten/sektor-bei

Jurnal Hukum :

Nova Asmirawati,2012, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal
Legisasi Indonesia Vol. 9 No.3


http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi
http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan%20dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011
http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan%20dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011
http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan%20dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011
http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan%20dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/24/ojk-ajak-para-pelaku-jasa%20keuangan-%20-amandemen
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/24/ojk-ajak-para-pelaku-jasa%20keuangan-%20-amandemen
http://www.sahamok.com/emiten/sektor-bei

